SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN

Menimbang:

PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan
Pembangunan Daerah, yang salah satunya mencabut
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978
tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga;
bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1978 tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak
Ketiga merupakan salah satu dasar hukum penerbitan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4
Tahun 2015 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam
Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, partisipasi pihak ketiga

sudah termasuk ke dalam kategori hibah;



Mengingat:

1.

-2 -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Provinsi
Sumatera Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

" Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);



- 3.

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
415);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menetapkan:

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM
PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun
2015 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 29), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI
Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Hese)

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (7-115/2023)



